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ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat
adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Ketika Islam
datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang
menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal
sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi
berkaitan dengan dua hal, pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai
empat. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu Harus berlaku adil.
Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat. Hukum
perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami,
walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal
3-4 Undang-undang perkawinan dan Pasal 55-59 KHI. Beberapa pandangan
mengatakan dalam Undang-undang perkawinan sendiri mengandung inkonsistensi,
misalnya di dalam Pasal 3 ayat (1), menegaskan asas monogami, tetapi ayat berikutnya
memberi kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas sampai empat
orang isteri.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama Palopo dalam memberikan izin
kepada suami berpoligami adalah: 1) istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
(menopause); 2) hamilnya wanita lain akibat seringnya berhubungan; dan 3) istri tidak
dapat melahirkan keturunan. Apakah undang-undang di sini hanya aturan normatif saja.
Sebab, beberapa pendapat mengatakan dalam realitas di masyarakat umumnya poligami
dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan dari data yang diperoleh
bahwa istri yang kedua, ketiga dan keempat, usia dan wajahnya lebih muda dari istri
sebelumnya. Jadi, diambil kesimpulan bahwa lebih banyak karena alasan syahwat.
Maka dalam kajian poligami ini menurut saya merupakan fenomena yang menarik
untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari perencanaan penelitian nantinya adalah
Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami Yang Diajukan di
Pengadilan Agama Palopo.

Penggunaan metode yang digunakan adalah metode-induktif. Yaitu berawal dari
data-data dan pengamatan poligami di Pengadilan Agama Palopo yang bersifat khusus
yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan bdru) bertupa asas umum. Maka
pendekatan yang rencana penyusun gunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu
pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan
kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan perUndang-undangan di
Indonesia.

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo, dalam
menyelesaikan perkara poligami. Menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan
Undang-undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan
dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fikh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang
dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat
keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis
besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

£ ba’ b -

= ta’ t -

< sa s s (dengan titik di atas)

(a jim j -

& ha’ h h (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh -

" dal d -

. zal z z (dengan titik di atas)

4 ra’ r -

J zai z &

L8 sin S -

T syin sy -
we sad $ s (dengan titik di bawah)
oA dad d d (dengan titik di bawah)
b ta’ t t (dengan titik di bawah)
& za zZ z (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik

¢ gain g -

. fa’ f -

d qaf q -
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4 kaf k :

J lam 1 -

¢ mim m 5

o nun n -

J wawu w -

o ha’ h -
apostrof (tetapi tidak

# hamzah ‘ dilambangkan apabila
terletak di awal kata)

¢ ya’ y -

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau
monoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal.
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya barupa tanda atau harakat, transliterasinya
sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fatha a a
. Kasroh i i
Damma u u
Contoh:
S . kataba By - yazhabu

Jis - swila S - zukira
b. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Seenns Fathah dan ya ai adan i
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Beeanns Fathah dan wawu au adanu

Contoh:
«aS . kaifa Jst - haula

. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah dan alif a a dengan garis di atas
Atau alif Maksurah
S.... Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas
| - Dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
J& _qala dd - qila
@A) -rama Jsi - yaqilu

. Ta’ Marbutah.

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah (t).

. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)
Contoh: 4alk . Talhah

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: 4iall &y, - raudah al jannah



5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
LU,  -rabbana

p= - nu’imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf « J! .
Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:
JdaJ)l - al-Rajulu

syl - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa
alif.

Contoh:
(&% -syai’un S el - umirtu

esill  _an-Nau'u 03330 - ta’khuzina
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8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan.
Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

A sl il o) - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin
el y SSU 1 giy L - Fa ‘aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:

Jamy W Yaaalay - wama Muhammadun illa Rasul

oo Ul aa 2 Tl ) - inna awwala baitin wudi’a linnasi.
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Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan
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mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Oleh karena itu, untuk mewujudkannya
suami dan isteri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing
dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga pada kondisi
tertentu. Kemandulan seorang wanita/ penyakit mandul yang diidapnya, serta wanita
yang kehilangan daya tarik fisik atau mental akan lebih banyak menyeret terjadinya
perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya isteri yang demikian merelakan
suaminya melakukan poligami sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka
melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.?

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiga
alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan Agama
hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
(berpoligami) apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

! Pasal 1.

‘Cut Aswar, Problematika Hukum Islam Kontemporer, trj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hatir
Anshari (ed), 2 jilid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 108-109.



3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan®

Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratan bahwa suami yang hendak
beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur
dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, ada perkara poligami
yang pada dasarnya dikarenakan menopause yang dialami oleh isteri, dan juga ada
dikarenakan hamilnya wanita simpanan suami. Apabila dihubungkan dengan
ketentuan hukum di atas, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum
yang baru, karena ada beberapa kasus dalam poligami tidak diatur dalam ketentuan
hukum tersebut.

Izin poligami yang diajukan oleh suami haruslah mendapat perhatian yang
cermat dari Pengadilan Agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan
pertimbangan hukum yang komprehensif. Di sisi lain banyak hal yang harus
dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan
anak-anak yang sah maupun calon isteri kedua, terutama bagi kelangsungan hidup
dan status anak yang dikandungnya. °

Pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami sangatlah menarik untuk

dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam

? Pasal 4 ayat (2).
* Pasal 56 ayat (1) dan (2).

® Wawancara dengan Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim di Pengadilan Agama Palopo, tanggal 28
Oktober 2007.



hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang
menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin
Poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami kepada
Pengadilan Agama Palopo, dan dalam hal ini majelis Hakim harus dapat menyikapi
dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul schubung dengan perkara-perkara
yang ada.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo karena
ingin mengetahui bagaimana Poligami yang terjadi di Pengadilan tersebut.
Sedangkan penyusun memilih 4 tahun terakhir yaitu tahun 2003-2006 dikarenakan
lebih dekat dari tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun
dalam melacak data dan permasalahan yang muncul pun masih relevan dan aktual

jika dikontekskan dengan masa sekarang.

B. Pokok Masalah
Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami yang terjadi di

Pengadilan Agama Palopo Tahun 2003-2006?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian perkara izin poligami
dengan melihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan

Agama Palopo tahun 2003-2006.



2. Kegunaan Penelitian

a. Secara praktis penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi khasanah
keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami serta dapat dijadikan
inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada pendalaman dan
pemahaman hukum Islam.

b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap
sikap Hakim Pengadilan Agama Palopo terhadap pertimbangan hukum agar
dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan

dengan poligami

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak studi dilakukan sekitar bagaimana bentuk keberanjakan dari
beberapa buku dan tulisan dalam bidang poligami. Studi ini dikelompokkan menjadi
dua yaitu studi terhadap buku meliputi: pertama, dalam buku “Riba dan Poligami
(sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh)” yang ditulis oleh Khoiruddin
Nasution. Menurut Muhammad Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang
haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan (nafsu dan biologis), tetapi jika
alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, dan poligami hanya mungkin dapat
dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidak mampuan seorang
isteri untuk mengandung atau melahirkan.®

Kedua, studi terhadap buku yang berjudul “Indahnya Poligami”’ bagi Puspo
Wardoyo, poligami bukan sekedar pintu darurat, namun poligami sudah menjadi

kebutuhan masyarakat luas. Salah satu indikasinya, ia menunjuk maraknya

® Khoiruddin Nasution, Riba’ dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet.
ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 102-103.



perselingkuhan dalam arti perzinaan seiring dengan perkembangan perekonomian.
Bahkan bagi Puspo Wardoyo poligami bukan saja boleh, tetapi bahkan sudah wajib
bagi sebagian suami, kalau takut tidak akan adil, ya tidak akan pernah berani.
Adapun bagi wanita (isteri) yang belum siap menghadapi bila suami menikah lagi,
“kalau menunggu siap, ya sampai matipun tidak akan siap.” Poligami, lanjutnya,
memang akan menyakitkan hati isteri. Tinggal persoalannya adalah bagaimana isteri
menata hati agar sabar sehingga bernilai ibadah.’

Ketiga, “Rahasia Poligami Rasulullah SAW.”? karangan Ustadz Labib, Mz,
bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami, yaitu mengambil isteri yang
kedua secara resmi dan terbuka, daripada melakukan hubungan gelap atau sembunyi-
sembunyi dengan wanita lain, sehingga ketentuan moral dilanggar dan perbuatan-
perbuatan yang tidak bertanggungjawab dilakukannya. Di samping itu poligami
lebih baik bagi isteri itu sendiri. Karena dia lebiﬁ senang bila melihat suami menikah
lagi secara resmi dan terang-terangan dengan wanita lain, yang berarti berpoligami
menjunjung dasar moral, daripada suaminya sembunyi-sembunyi dengan wanita lain
secara tidak sah dan melanggar hukum.

Studi terhadap tulisan ilmiah meliputi: pertama, Dalam skripsi yang disusun
oleh Nur Sholichah, dengan judul “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam

Putusan Perkara (Studi Kasus PA. Yogyakarta Tahun 1999-2001).° Pada umumnya

7 Nurbowo dan Apiko Joko M, Indahnya Poligami, cet. ke-1 (Jakarta Selatan: Senayan Abadi,
2003), him. 61,

% Labib Mz, Rahasia Poligami Rasulullah SAW. (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), him. 67.

® Nur Shalihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus
PA Yogyakarta Tahun 1999-2004)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2003). '



alasan-alasan poligami yang leraapat daiam putusan PA 1Y9Y9Y-zuul aualan
karena 1ster1 sakit-sakitan seningga tidak dapat menjalankan tungsi dan
kewajibannya, juga karena penyebab ister1 mandul serta ada yang memotitasi (ain
yang bertariatit. Sepert1 ister1 ingin kembali lagi pada mantan suami.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah; (1) alasan-alasan yang
terdapat dalam perkara permohonan izin poligami. Dari 32 alasan-alasan tersebut
tidak semua alasannya tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh
karena itu, Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa
dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami yang
hendak bepoligami; (2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami
dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang maupun hukum Islam; (3) permohonan suami dengan alasan
suami mempunyai kepabilitas seksual yang tinggi dan hyperseks tidak dibenarkan
dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan dengan alasan hanya
untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual semata.'°

Kedua, skripsi yang berjudul “Menopause Sebagai Alasan Poligami”."" Skripsi
tersebut membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami
menopause akan berpengaruh pada hubungan seksual suami isteri. Padahal hubungan
seksual suami-isteri adalah suatu hubungan yang memiliki peran penting dalam

menciptakan kebahagiaan keluarga.

' Ibid., him. 84.

"' Evi Puspita Sari, “Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Sleman 1999-2000),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (1999).



Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah: (1) Hakim-Hakim di
Pengadilan Agama Sleman adalah pemeriksa perkara permohonan izin poligami
dengan alasan menopouse, telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (2) dalam memberikan izin poligami
dengan alasan menopause pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri yang
dimadu. Apabila isteri menyatakan kesediaannya, maka ini adalah dasar yang kuat
untuk mengabulkan permohonan izin tersebut. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan
sebagai tujuan akhir adanya permohonan poligami. '

Ketiga, studi terhadap skripsi yang berjudul “Perizinan Poligami Karena Isteri

Menderita Epilepsi”."

Skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami sangat
diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, seperti perkara yang terjadi
karena isteri menderita Epilepsi. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikisterik,
yaitu adanya reaksi individu yang dapat menimbulkan hambatan pada diri penderita
sebagai anggota masyarakat.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah; (1) permohonan izin untuk
berpoligami di Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Pekawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (2) permbuktian perkara tentang

cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat keterangan dokter karena lebih

mempunyai kakuatan pembuktian yang sempurna; (3) pemberian izin poligami

12 1pid.

B Sri Widodo, “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis terhadap
Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994).



karena isteri menderita epilepsi (dalam perkara ini), sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo, Peraturan
Pemerintah RI. Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan telah memenuhi syarat-
syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, ¢ dan
4.

Hasil penelaahan/ penyusunan terhadap skripsi dan penelitian yang dilakukan
oleh penyusun di atas berbeda dengan penelitian ini. Rata-rata alasan poligami yang
digunakan pada skripsi-skripsi dan penelitian yang telah ditelusuri penyusun
mengarah pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam. Pada pokoknya poligami dibolehkan karena kelemahan dan
kekurangan isteri menurut ketentuan hukum. Penelitian ini menganalisis
Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami di Pengadilan Agama Palopo
Tahun 2003-2006. sejauh pengamatan penyusun penelitian dengan tema tersebut

belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoretik
Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama
tentang pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami, sehingga Hakim dapat

menerima/ menolak izin poligami yang digjukan. Oleh karena itu, bangunan

4 mbid



pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori penemuan hukum
(rechtsvinding)" dan metode tematik'S.

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka teori penemuan hukum digunakan
untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan Hakim terhadap permasalahan
yang tidak diatur dalam ketentuan hukum. Metode tematik digunakan untuk
melakukan pemahaman terhadap nas yang menekankan pada pembahasan
berdasarkan tema yaitu poligami. Teori dan metode tersebut dapat digunakan untuk
melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan
normatif dan yuridis yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama terhadap
perkara poligami.

Putusan Hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum tentang izin poligami
memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil
studi terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak lepas dari peran Hakim dalam
menyelesaikan perkara tersebut. Pada hakekatnya, seorang Hakim diharapkan
memberikan pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang

diajukan kepadanya, untuk selanjutnya memberikan atau menemukan hukumnya.

15 Teori penemuan hukum atau rechtsvinding, yaitu proses pembentukan hukum oleh Hakim, atau
aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum
konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalsh proses konkretisasi dan
individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum
konkrit (das sein). Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Penganar, cet. ke-3 (Yogyakarta:
Liberty, 2004), hlm. 37.

'® Metode tematik mencakup dua hal yaitu tematik berdasarkan subjek atau topik dan tematik
berdasarkan surat al-Qur’an. Dalam skripsi ini yang digunakan adalah tematik berdasarkan subjek atau
topik. Aplikasi dari metode tematik adalah mengumpulkan semua ayat yang membahas topik atau subjek
yang sama , kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat tersebut menjadi satu
pembahasan yang utuh dan menyatu. Dan langkah terakhir adalah mendiskusikan subjek yang ada secara
keseluruhan dengan mempertimbangkan konteks masing-masing (asbab al-nuzi)). Khoiruddin Nasution,
Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), him. 80-81.
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Secara teori dan praktek, Hakim harus melakukan tiga tindakan dengan cara
bertahap dalam mengadili suatu perkara.'” Pertama, tahap Konstatiring yakni
mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah
keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam
dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah
diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang
sah menurut cara-cara dalam hukum permbuktian.'®

Konstatiring bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta yang
diajukan oleh pihak-pihak memang benar-benar terjadi, untuk kemudian dikualifisir
agar mendapat putusan (konstituring) yang tepat.'’

Kedua, tahap kualifisir yang berarti menilai peristiwa yang telah dianggap
benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang mana?. Dengan
perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk
menemukan hukumnya, Hakim harus sering melakukan penerapan hukum terhadap
peristiwanya. Mengkualifisir pada umumnya, berarti menemukan hukumnya dengan
jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang
umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak
sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika

peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.?’

' Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty,
2002), hlm. 110.

' A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 220.
¥ Ibid

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 111.
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Pada tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa,
Hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa Hakim
menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan.?' Dalam
tahap ini Hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas
dan final.”

Salah satu asas hukum acara perdata adalah Hakim bersifat menunggu tuntutan
yang diajukan kepadanya (judex ne procedst ex officio),” sedangkan yang
menyelenggarakan proses adalah Negara. Akan tetapi, sekali perkara diajukan
kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya
sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.?* Larangan untuk
menolak memeriksa perkara disebabkan bahwa Hakim dianggap tahu akan
hukumnya (7us curia novir) kalau sekiranya Hakim tidak dapat menemukan hukum
tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat.”® Perkara yang diangkat oleh penyusun sebahagian belum
diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka asas ini sangat urgen
sekali untuk diterapkan.

Hukum perdata menganut asas open system (sistem terbuka). Hakim harus

mampu melakukan rechtsvinding (penemuan hukum) agar dapat memberikan

2 Ibid, him. 112
2 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, hlm. 223.
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 10-11

# Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 14 ayat (1).

B Ibid.
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pelayanan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Hakim harus memperhatikan struktur sosial dan perilaku masyarakat dalam mencari
keadilan.?

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan,
kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin.
Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh
karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan
melumpuhkan sumber hukum yang rendah.?’

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur
masalah poligami adalah Pasal 3, 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:?®
Pasal 3
(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

% A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, hlm. 27.
" Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, hlm. 48.

% UU No. 1/1974. Pasal 3, 4 dan 5.
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a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal §

(1)

()

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan

bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila

tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim

Pengadilan.

Ada sejumlah nas yang berbicara tentang poligami, akan tetapi dalam al-

Qur’an hanya terdapat satu nas yang secara jelas membahas tentang poligami yaitu:
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Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan

masalah. Bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan
poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.’'

Hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan yaitu demi kemaslahatan

bersama. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa

tertekan dan dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah figh berikut ini:

e badl cala e axia aulidl ¢

? An-Nisa’ (4): 3.

* Al-Imam al-Turmuz, Sunan al-Turmuzi (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), II: 298, hadis
nomor 1138, “Kitab an-Nikah,” “Bab Ma Ja’a fi al-Rajul Yuslim wa ‘Indahu *Asyr an-Niswah.” Hadis dari
Ibn ‘Umar.

*! Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, him. 107-108.

*2 Abdul Hamid Hakim, a/-Sullam. (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), him. 60.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie/d research) dalam
hal ini penyusun meneliti dan menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan
Agama Palopo dalam menerima/ menolak pekara poligami.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Palopo mengenai
pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami.
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan
mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara yang
berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim
sehingga izin poligami dikabulkan/ ditolak oleh Pengadilan Agama Palopo.
Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai
tulisan yang berkaitan dengan poligami dalam aspek hukum untuk
mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan
menggunakan pedoman tanya-jawab. Adapun pihak yang diwawancarai
adalah 5 (lima) orang Hakim Pengadilan Agama Palopo. Metode ini dipakai

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan
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upaya majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah izin poligami, sehingga
dapat membantu proses analisis data.
4. Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif Artinya penyusun lebih
mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh.
Kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama terkait
dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami yang muncul dari ketentuan
normatif maupun yuridis.
S. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang
berisi tentang berkas perkara berupa pertimbangan-pertimbangan Hakim
terhadap perkara poligami.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada
para Hakim Pengadilan Agama Palopo, tentang pertimbangan Hakim
terhadap perkara poligami tahun 2003-2006, juga dari penelusuran dan
pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan
Hakim terhadap perkara poligami.

6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:
a. Pendekatan Yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, yang mengatur masalah poligami.
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b. Pendekatan Normatif® yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap

ketentuan nas maupun pandangan ulama mengenai poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih
terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu:
pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini
perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok
masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar
belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan dimana posisi penulis
dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang
telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka
teoretik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan
masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan
penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang
akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi
pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedvs, penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum

tentang poligami meliputi pengertian poligami, poligami dalam lintas sejarah, dasar

= Bambang Sunggono, Mefode Penelitian Hukum, cet. ke-III (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), him. 42.
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hukum poligami, syarat dan alasan poligami, serta pandangan ulama tentang
poligami. Penjelasan masih bersifat umum guna memasuki pembahasan yang lebih
spesifik pada bab berikutnya.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran umum
tentang profil Pengadilan Agama dan perkara poligami di Pengadilan Agama Palopo
meliputi gambaran umum lokasi penelitian, perkara poligami di Pengadilan Agama
Palopo Tahun 2003-2006 dan alasan-alasan poligami di Pengadilan Agama Palopo.

Bab keempat, merupakan tinjauan analisis pertimbangan Hakim terhadap
perkara poligami dalam putusan Pengadilan Agama. Bab ini merupakan inti
pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang
konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu
kesimpulan. Bab ini mencakup tentang analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim
terhadap perkara poligami di Pengadilan Agama Palopo.

Sedangkan bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan

lampiran-lampiran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo, dalam menyelesaikan
perkara poligami. Menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan Undang-undang serta
hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-
kaidah fikh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para Pemohon
menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif. Kemudian Hakim berusaha
membuktikan kebenaran dari kedua syarat tersebut, syaraf alternatif bersifat pilihan,
sedangkan syarat yang bersifat komulatif terdapat dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Adapun pertimbangan
Hakim dengan alasan telah hamil sebelum menikah sebagai alasan poligami adalah
kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu adanya jaminan hukum terhadap status anak yang
dikandung calon isteri kedua dan adanya kewenangan Hakim untﬁk berijtihad di dalam
memutuskan perkara tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Saran
1. Pengadilan Agama Palopo setiap permohonan poligami hendaknya selektif dan bila

perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung dari alasan yang digunakan untuk

membuktikan kebenaran yang sebenarnya.
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2. Sebaiknya Hakim mempertimbangkan dengan seksama masalah kemampuan
suami dalam materi. Karena permasalan materi adalah syarat yang konkrit yang
dapat dilihat dan ini menjadi salah satu syarat komulatif berbeda dengan syarat
adanya keadilan yang abstrak, yang tidak dapat dibuktikan setelah dilaksanakan.

3. Hakim tidak boleh serta merta membolehkan poligami, Hakim hendaknya
mempertimbangkan keadaan isteri pertama dan harus benar-benar membuktikan
bahwa alasan poligami tersebut bersifat darurat. Juga Hakim sebaiknya tidak
mengizinkan poligami walaupun yang tidak memenuhi salah satu syarat
alternatif, walaupun syarat komulatif terpenuhi.

4. Sebaiknya Hakim lebih arif dan selektif terhadap pelaku poligami yang
alasannya karena terlanjur coitus dan calon isteri telah hamil. Karena mengingat

perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar, sehingga seharusnya ada upaya

hukum terhadap pelaku zina.
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